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Pendahuluan 
• Kehadiran UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang 

diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 memberikan pengaruh pada sektor keuangan di Indonesia, terutama 
melalui reformasi otoritas yang melibatkan berbagai Lembaga Independen Negara seperti Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).  

• UU P2SK lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan Indonesia yang 
telah dihadapkan pada krisis global dalam perkembangan teknologi finansial yang pesat dan perubahan 
struktur ekonomi.  

• Salah satu fokus utama dari UU P2SK adalah memperkuat perlindungan konsumen di sektor keuangan. Dalam 
hal ini, OJK bertugas untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi 
keuangan dan mendapatkan perlindungan yang lebih kuat. 

• Tujuan dari UU P2SK, untuk meningkatkan integrasi anggaran OJK ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan. Oleh karena 
itu, pemberlakuan UU P2SK membawa perubahan mendasar dalam mekanisme penganggaran dan pelaporan 
dana OJK yang dimana merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa OJK memiliki sumber daya yang 
memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal. 

HALAMAN 01 



Pendahuluan 
• Selain itu, UU P2SK berpengaruh dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan anggaran OJK. UU P2SK juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 
pengawasan dan pengaturan sektor keuangan oleh OJK, sekaligus memastikan bahwa dana 
yang dikelola OJK digunakan secara optimal untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. 

• Salah satu perubahan dalam UU P2SK yaitu Pasal 8 angka 12 pada Pasal 34 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa "Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" 
Dengan perubahan ini, anggaran OJK kini langsung terintegrasi dalam struktur APBN. 

• Perubahan yang diatur dalam UU P2SK ini memberikan akibat hukum, terutama dalam 
mekanisme penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana OJK.  

• Dengan terintegrasinya anggaran OJK dalam APBN menjadikan pengelolaan keuangan OJK 
harus mengikuti prosedur dan mekanisme penganggaran dan pelaporan yang berlaku dalam 
sistem keuangan negara. Hal ini meliputi tahapan penyusunan, pengajuan dan persetujuan 
anggaran oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  
 
 
 
 
 HALAMAN 02 



Metode Penelitian 

Jenis penelitian 
Yuridis Normatif  

Metode Pendekatan 
• Pendekatan Peraturan Perundang-undangan 

(Statute Approach) 

• Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

• Pendekatan Perbandingan (Comparative 

Approach) 

Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis konsekuensi 
hukum dari pelaksanaan undang-
undang pengembangan dan 
penguatan sektor keuangan 
dalam mekanisme penganggaran 
dan pelaporan dana Otoritas Jasa 
Keuangan 

HALAMAN 03 



Hasil dan Pembahasan 
• Dengan berlakunya UU P2SK Mekanisme penganggaran dana OJK yang kini menjadi bagian 

dari APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Angka 12 pada Pasal 34 ayat (2) UU P2SK, 
dapat dilihat sebagai manifestasi  penerapan positivisme dalam tata kelola keuangan 
negara.  

• Dalam perspektif positivisme, pelaksanaan anggaran OJK yang terintegrasi ke dalam APBN 
mengikuti pada aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

• Dalam perspektif filsafat hukum positivisme, perubahan mekanisme penganggaran dana OJK 
yang diatur dalam UU P2SK dapat dilihat sebagai bentuk penguatan regulasi yang menjamin 
kepatuhan terhadap aturan tertulis. Dengan terintegrasinya anggaran OJK dalam APBN, 
maka prinsip positivisme mendukung pendekatan yang menempatkan hukum sebagai 
pedoman yang mengatur tindakan pemerintah dan lembaga negara. 

• Konsekuensi hukum dari pelaksanaan UU P2SK adalah OJK harus mengikuti prosedur 
penganggaran negara, termasuk kewajiban untuk patuh pada aturan dan mekanisme yang 
berlaku dalam sistem keuangan negara. 

• OJK tidak dapat secara otonom menentukan anggarannya, tetapi harus menyesuaikan 
dengan standar penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, melalui Kementerian 
Keuangan.  

HALAMAN 04 



Hasil dan Pembahasan 
• Jika dibandingkan dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) di Australia, 

terdapat perbedaan dalam mekanisme penganggaran dana. APRA dikenal memiliki 
mekanisme penganggaran yang mendukung independensi operasionalnya. Anggaran APRA 
tidak terintegrasi ke dalam anggaran pemerintah secara langsung, melainkan berasal dari 
pungutan yang dikenakan pada industri keuangan yang diawasinya. Sehingga, mengurangi 
ketergantungan APRA pada anggaran pemerintah, sehingga meningkatkan independensi 
operasionalnya. 

• Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, OJK diwajibkan untuk melaporkan 
penggunaan anggaran kepada DPR secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap 
pencapaian program dan efektivitas penggunaan dana. Laporan ini disampaikan kepada 
pihak terkait, termasuk pemerintah dan DPR. 

• OJK juga diwajibkan menyusun laporan kinerja dan keuangan yang mencakup kegiatan 
operasional dan rencana kebijakan ke depan, yang disampaikan tidak hanya kepada DPR 
tetapi juga kepada Presiden, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketentuan ini diatur 
dalam Pasal 38 UU OJK dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana 
publik.  

HALAMAN 04 



Hasil dan Pembahasan 
• Pengawasan eksternal terhadap pengelolaan anggaran OJK dilakukan oleh BPK yang 

mengaudit seluruh penerimaan dan pengeluaran, termasuk pendapatan dari pungutan yang 
diterima dari industri jasa keuangan. 

• Dengan terintegrasinya anggaran OJK ke dalam APBN, maka pengawasan dari pemerintah 
pusat terhadap penggunaan anggaran OJK menjadi lebih ketat.  

• Meskipun Anggaran OJK saat ini menjadi bagian dari APBN, lembaga ini tetap memiliki 
otonomi yang lebih besar dalam mengelola pungutan yang diterima dari sektor jasa 
keuangan dan memiliki kewajiban tambahan untuk melaporkan secara khusus penerimaan 
dan penggunaan pungutan dari sektor jasa keuangan, yang memberikan tingkat 
akuntabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan Kementerian Keuangan. 

HALAMAN 04 



Kesimpulan 
Dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan, pengintegrasian anggaran OJK ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU P2SK menunjukkan penerapan kaidah 
hukum yang bersifat formal dan objektif, sesuai dengan perspektif positivisme. Meskipun OJK tetap 
memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran operasionalnya, integrasi ini menunjukkan adanya 
keterbatasan independensi dalam penganggaran dan pelaporan anggaran dana yang 
mengharuskan OJK untuk mengikuti tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam sistem keuangan 
Negara.  Meskipun demikian, OJK masih dapat dikategorikan sebagai lembaga yang independen 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun tingkat independensinya dipengaruhi oleh 
mekanisme check and balances yang melibatkan lembaga lain. Pasca diberlakukan UU P2SK 
mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor jasa 
keuangan di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan stabilitas 
keuangan. Dengan berlakunya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), 
mekanisme penganggaran dan pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengacu pada 
ketentuan yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan mekanisme Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 

HALAMAN 07 



TERIMA KASIH 


